BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

) BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang :a. bahwa pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah
daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa pembangunan di Kabupaten Luwu Timur perlu
dioptimalkan sesuai kondisi perkembangan masyarakat
dan kebijakan nasional;

c. bahwa Perangkat Daerah dalam Peraturan Daerah Nomor
3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2016-2021, perlu disesuaikan
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

. dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-
2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4270);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);



10.

11.

i 7.5

13.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);



14.

15.

16.

i

18.

15,

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia 2011-2025;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-
2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 283);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9
Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);



21.

22.

23.

24.

25.

26.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2
Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Timur Nomor 70);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02
Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005
Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10
Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 70);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 101);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Timur Nomor 103).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan
BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2016-2021.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor
4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 101)
diubah sebagai berikut :
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Ketentuan angka 17 dan angka 18 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

L
' A

10.

Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Luwu Timur.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak
langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD, TNI,
POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat,
pengusaha/investor, pemerintah  pusat, pemerintah  provinsi,
kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan
perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia.

Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam
aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses
terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan
indeks pembangunan manusia.

. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan

tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu
tertentu.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat
RPJP adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Luwu
Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005
sampai dengan tahun 2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi yang
selanjutnya disebut RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan
Provinsi untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2013
sampai dengan tahun 2018.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya
disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan nasional untuk
periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2015 sampai dengan
tahun 2019.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan
Daerah untuk periode Tahun 2016-2021, yang merupakan penjabaran
dari Visi, Misi, dan program Bupati/Kepala Daerah dengan berpedoman
pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Daerah Provinsi dan
Nasional.

Visi Daerah adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan
pada akhir periode perencanaan pada tahun 2021.

Misi Daerah adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan
dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya visi.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah
untuk mencapai tujuan.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang
selanjutnya disingkat Bapelitbangda adalah Perangkat Daerah
Kabupaten yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan
fungsi perencanaan pembangunan di daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau
masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk
mencapail sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai
secara langsung sasaran program prioritas.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Ketentuan ayat (1) huruf ¢ dan huruf d Pasal 4 diubah, sehingga Pasal
4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Penyusunan RPJM Daerah, dimaksudkan:

a. menyediakan kebijakan dan program pembangunan dalam
skala prioritas yang lebih tajam dan merupakan indikator
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;

b. tersedianya rumusan program pembangunan yang akan
dilaksanakan di Daerah;

c. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana
Strategis Perangkat Daerah;

d. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah,
DPRD, swasta, dan masyarakat terhadap program
pembangunan daerah yang akan dibiayai oleh APBD; dan



(2)

e. menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah.

RPJM Daerah disusun dengan tujuan untuk merumuskan
kebijakan dan program pembangunan yang mengakomodir
berbagai kepentingan dan aspirasi segenap lapisan masyarakat,
terutama untuk lebih memantapkan pencapaian visi Pemerintah
Daerah yakni “Luwu Timur Terkemuka 2021".

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 7

Bapelitbangda menyusun rancangan awal RPJM Daerah dengan
meminta masukan dari Perangkat Daerah dan pemangku
kepentingan.

Musyawarah perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan
rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan persepakatan
rancangan awal RPJM Daerah.

Rancangan akhir RPJM Daerah dirumuskan berdasarkan hasil
musyawarah perencanaan pembangunan.

Rancangan akhir RPJM Daerah dirumuskan paling lama 1 (satu)
tahun sebelum berakhirnya RPJM Daerah yang sedang berjalan.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 10

Pengendalian oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh
Bapelitbangda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan
daerah dan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk program
dan/atau kegiatan masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Pengendalian oleh Bapelitbangda sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut atas
penyimpangan yang terjadi terhadap pencapaian tujuan dan
sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan
pembangunan daerah.

Pemantauan pelaksanaan program danj/atau kegiatan oleh
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
realisasi pencapaian target kinerja, penyerapan dana, dan kendala
yang dihadapi.

Hasil pemantauan pelaksanaan pogram dan/atau kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk
laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bapelitbangda.

Kepala Bapelitbangda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi
rencana pembangunan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah,
disertai dengan rekomendasi dan langkah yang diperlukan.

5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12
berbunyi sebagai berikut:



(1)

(2)

(3)

Pasal 12

Evaluasi oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh

Bapelitbangda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan

daerah dan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk capaian kinerja

pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah periode
sebelumnya.

Evaluasi oleh Bapelitbangda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen
rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program serta
kegiatan pembangunan daerah; dan

b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi
Kepala Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian rencana
pembangunan daerah.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2), menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan

daerah untuk periode berikutnya.

Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 15

Masyarakat dapat melaporkan proses pelaksanaan perencanaan
program pembangunan jangka menengah yang dianggap tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai
dengan data dan informasi yang akurat dan disampaikan secara
tertulis kepada Bupati melalui Baperlitbagda.

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyampaian dan
tindak lanjut laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Bupati.

Rincian mengenai sistematika RPJM Daerah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.



Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Timur.

STEMPEL PARLF KOGRDINASI
PINAS, BADAN KANTCR 2EMKAB, LUWU TIMUR Ditetapkan di Malili

pada tanggal 29 Maret 2018
F TELAM DIPFRTY -4 PARAF
SEKDA F.—1 BUPATI LUWU TIMUR,
ASISTEN A sy (;1_
KA.DIS/BADAN/KANTCRK #.
KABID/KAMG.TU A7 | myfi. THORIG HUSLER
| KASUBAG/KA. SEX5] , % -
Diundangkan di Malili i
. pada tanggal 29 Maret 2018
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,
e
BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2018 NOMOR :3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN: B,HK.HAM.3.030.18



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAEAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2016-2021

I. UMUM
Sebagai Tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sebagai
akibat diterbitkannya Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah
Kabupaten Luwu Timur telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor & Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka struktur Perangkat
Daerah yang termuat dalam Dokumen RPJM Daerah 2016-2021 sudah
tidak sesuai lagi, sehingga Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-
2021, perlu untuk diubah dan ditinjau kembali.
Berdasarkan ketentuan Pasal 342 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menegaskan bahwa Perubahan
RPJMD dapat dilakukan apabila masa berlaku RPJMD kurang dari 3
(tiga) Tahun.

I1. PASAL DEMI PASAL

Angka I
Pasal 1
Cukup jelas
Angka 2
Pasal 4
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
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Pasal 7

Cukup jelas.
Angka 5
Pasal 10
Cukup jelas.
Angka 6
Pasal 12
Cukup jelas.
Angka 7
Pasal 15
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR :108
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